
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. SIMPULAN 

Penerapan  tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) 

di PT. KAI (Persero) Daop 5 Purwokerto telah dilakukan dengan melaksanaan 

prinsip good corporate governance, yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Hal ini didasarkan pada Pasal 

3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.  

Penerapan Peraturan Menteri tersebut di dalam PT. KAI (Persero) Daop 5 

Purwokerto dilakukan  dengan dibuatnya Surat Keputusan Direksi PT. KAI 

(Persero) Nomor: KEP.U/OT.104/X/4/KA-2014 tentang Pedoman Tata Kelola 

Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT. KAI (Persero), Keputusan 

Direksi PT. KAI (Persero) Nomor: KEP.U/KO.104/VI/1/KA-2016 tentang 

Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan, Keputusan Dewan 

Komisaris No.SK.04/DEKOM/ PMR/I/1/2013 tentang Pengangkatan Komite 

Pemantau Manajemen Risiko, Surat Keputusan Direksi PT. KAI (Persero) 

Nomor: KEP-U/KC.202/IX/1/KA-2014 tentang Pedoman Pengendalian 

Gratifikasi, Surat Keputusan Direksi PT. KAI (Persero) Nomor: 

KEP/U/OT.104/X/3/KA/2013 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (Conflic 

Of Interest) di Lingkungan PT. KAI (Persero), Keputusan Direksi PT KAI 

(Persero) Nomor KEP.U/KP.402/V/1/KA-2016 tentang Tata Cara Pelaporan, 
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Pengumuman dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 

Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.104/V/4/KA-2016 Tentang Organisasi dan 

Tata Laksana Unit Internal Audit/satuan Pengawas Intern, Surat Keputusan 

Direksi PT KAI (Persero) Nomor : KEP.II/KO.104/IV/1/KA-2016 tentang 

Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Keselamatan dan Keamanan. 

2. SARAN 

Sebaiknya hasil audit dari Komite Audit Perusahaan setelah dilaporkan ke 

PT. KAI (Persero), selanjutnya diserahkan/diinformasikan ke daerah operasi 

(daop) yang berada dibawahnya, sehingga dari pemberitahuan hasil tersebut dapat 

dijadikan pedoman, motivasi dan evaluasi  bagi daerah operasi (daop) di bawah 

naungan PT. KAI (Persero). Selanjutnya, daop tersebut melakukan perbaikan 

sesuai hasil audit dalam rangka untuk menciptakan good corporate governance 

seperti yang diharapkan. 


